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ABSTRAK 

Pengaturan dalam kebebasan beragama sangat penting demi 

kerukunan suatu bangsa yang memiliki banyak agama, sama halnya 

dengan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya dan 

agama. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan 

memperkuat silahturahmi antar umat beragama serta menciptakan 

kehidupan yang damai di Indonesia tanpa adanya konflik dalam umat 

beragama. Peran negara dibutuhkan sebagai penengah dalam 

pengaturan terhadap kerukunan umat beragama.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana 

pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia? (b) Bagaimana 

pandangan fiqih siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat 

beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia, dan 

untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap 

pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, 

penelitian ini bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini akan 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Kerukunan umat 

beragama di Indonesia sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri 

Agama dan Menteri dalam negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 

2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala 

daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan 

forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dalam 

fiqh siyasah. Peraturan pemerintah dibidang kerukunan umat 

beragama dengan dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama 

dan menteri dalam negeri merupakan bagian dari praktek siyasah 

dusturiyah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam 

kehidupan bernegara. 
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MOTTO 

                               

                               

 “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami 

jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian 

kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan 

kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” 

(Q.S. Al-An‟am : 108) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

      Judul skripsi ini adalah “Analisis Fiqih Siyasah terhadap 

Pengaturan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”. 

Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

judul skripsi ini. Maka dari itu penulis terlebih dahulu akan 

menjelaskan istilah dan ungkapan yang dianggap  perlu, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Analisis Fiqih Siyasah 

Analisis adalah suatu proses kerja untuk 

mengumpulkan bukti, menguraikan sesuatu yang terikat padu. 

Serta kegiatan berfikir untuk menguraikan sesuatu 

keseluruhan menjadi komponen untuk digolongkan dan 

dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir 

makna  dan kaitannya. 

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum  

Islam yang  membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqih siyasah ini, 

ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang 

terkandung di dalam hubungannya dengan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat.
1
 

2. Pengaturan kerukunan umat beragama 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti 

kata pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. 

Pengaturan berasal dari kata dasar atur.
2
 Kerukunan 

merupakan dimana setiap individu maupun kelompok 

mencerminkan timbal balik yang di tandai dengan saling 

menghormati, menghargai dan saling mempercayai satu 

                                                             
1
Muhammad Iqbal, Fiqh SiyasahKontekstualisasiDokrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), edisi 1, h. 4. 
2
Arti kata pengaturan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-line), tersedia 

di : https://lektur.id/arti-pengaturan/  (19 Desember 2020) 

https://lektur.id/arti-pengaturan/
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dengan yang lain, serta menumbuhkan rasa kebersamaan atau 

kekeluargaan.   

Umat beragama merupakan suatu kondisi dimana 

semua golongan agama dapat saling menerima, saling 

menghormati, saling tolong menolong serta dapat hidup 

bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk 

melakukan kewajiban agamanya. 

3. Indonesia 

Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik, negara yang kaya dengan kekayaan alam, 

suku, agama, ras dan bahasa. Berdirinya negara Indonesia 

merupakan hasil dari kerja keras para pejuang dan kemauan 

akan bersatu dalam perbedaan, sehingga menimbulkan 

semangat untuk lepas dari penjajahan yang di lakukan bangsa 

Belanda dan memerdekan Indonesia. 

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang 

dimaksud dengan judul skripsi ini adalah analisis fiqih siyasah 

terhadap pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia, 

yakni menganalisis pandangan fiqih siyasah yang berkenaan 

dengan pengaturan kerukunan umat beragama yang ada di 

Indonesia. 

B. Latar Belakang Masalah 

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri. Fiqih siyasah ini, ulama mujtahid menggali 

sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalam 

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut 

tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat 

debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan 

pendapat.
3
 

Fiqih siyasah (atau siyasah syar‟iyah) juga dapat 

menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. 

                                                             
3
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group,2014), edisi 1, 4. 



3 

Fiqih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang 

menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga 

menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan 

manusia pada umumnya.
4
 

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang 

berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqih siyasah 

mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah 

(peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan 

moneter), siyasah qadha‟iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah 

(hukum perang) dan siyasah „idariyyah (administrasi 

negara).
5
Kata lain, fiqih siyasah memiliki beberapa aspek dalam 

urusan dalam sendi-sendi kenegaraan, dimana setiap sendi-sendi 

tersebut memiliki keterkaitan atau pengaruh dalam hal yang sesuai 

dengan disiplin ilmu. 

Fiqih siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari 

dua kata berbahasa arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah. Agar 

diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud 

dengan Fiqih Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-

masing kata dari segi bahasa dan istilah. 

Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. 

Sedangkan fiqih secara terminology (istilah) adalah pengetahuan 

tentang hukum syar‟i mengenai amal perbuatan (praktis) yang di 

peroleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus 

yang diambil dari Al-Qur‟an dan as-Sunnah yang disusun oleh 

mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.
6
 

Fiqih siyasah merupakan pemahaman terhadap hukum-

hukum syar‟i dan muncul karna sejarah dan kebiasaan dalam 

masyarakat sehingga menimbulkan hukum, para mujtahid 

melakukan penalaran terhadap sumber-sumber untuk menjawab 

permasalahan sehingga memberikan peraturan yang dapat 

membuat kemaslahatan. 

                                                             
4
Ibid,16. 

5
Ibid, 16. 

6
Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Al-Hadist”. 

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1 (2018): 20. 
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Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal 

urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, 

dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.
7
 Seorang penguasa harus membuat kebijakan 

yang adil agar dapat menyimbangkan kelompok mayoritas dan 

minoritas. 

Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan 

dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha kuasa serta tata kaidah 

yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang 

menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak 

agama memiliki mitologi, symbol, dan sejarah suci yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup yang menjelaskan 

asal usul kehidupan atau alam semesta. Keyakinan mereka tentang 

kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, 

hukum agama atau gaya hidup yang disukai.
8
 

Setiap agama memiliki aturan dan kaidah dalam 

kehidupan di tengah masyarakat. Penyelidikan agama didasarkan 

atas wahyu tuhan atau firman tuhan. Kebenaran sesuatu dalam 

agama tergantung pada diwahyukan atau tidaknya. Sedangkan 

yang diwahyukan tuhan haruslah dipercayai, dari pada itu agama 

ada disebut kepercayaan.
9
 

Orang yang memiliki agama akan lebih mengerti 

bagaimana menjalankan kehidupan, karna dalam agama sudah 

diatur bagaimana makan dan minum, tata cara berpakaian, tatacara 

interaksi sesama manusia. begitu pula dalam negara semuanya 

diatur dalam peraturan yang tertulis maupun non-tertulis untuk 

mengatur bagaimana kehidupan di negara tersebut. 

Sejak dunia mengenal dan dihadapkan pada berbagai 

komunitas kultural, yang masing-masing memiliki watak berbeda, 

maka akan dijumpai standar sosial dan kultural yang berbeda. 

                                                             
7
Ibid. 

8
Wikipedia, “Agama” (On-line), tersedia di :http://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama 

(12 November 2020). 
9
I Wayan Watra, Agama-agama dalam Pancasila di Indonesia (Bali: UNHI Press, 

2020), 11. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama
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Selain standar sosial dan kultural, juga faktor sejarah sangat 

memengaruhi perbedaan antara suatu negara dengan negara lain. 

Hubungannya dengan hak atas kebebasan beragama dan 

beribadah, sejarah hubungan antara negara dan agama sangat 

berpengaruh terhadap konsep hak atas kebebasan beragama dan 

beribadah pada sebuah negara.
10

 Banyaknya ragam komunitas di 

tengah masyarakat menimbulkan kultur setiap kelompok 

masyarakat sehingga menimbulkan kepercayaan, serta faktor 

sejarah pun mempengaruhi perkembangan kultural tersebut. 

Konteks hubungan negara dan agama. Maka dalam hal 

ini, negara sebagai organisasi terbesar yang memiliki peraturan 

demi mewujudkan cita-cita bangsa wajib mempunyai agenda yang 

paling utama adalah membangun kesepakatan antar kelompok-

kelompok umat beragama. Jaminan dan kebebasan beragama 

merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak rakyat untuk 

melaksanakan ibadahya dimuka umum dan harus diatur dalam 

undang-undang negara.  

Pengaturan dalam kebebasan beragama sangat penting 

demi kerukunan suatu bangsa yang memiliki banyak agama, sama 

halnya dengan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, 

budaya dan agama. Falsafah diperlukan dalam bernegara untuk 

mewujudkan cita-cita bangsa dan menuntun negara dalam 

menjalankan kehidupan bernegara yang akan dicapai, serta 

mengatur keberlangsungan hidup dalam bernegara, negara 

mengandung banyak perbedaan dalam kehidupan 

bermasyarakatnya. 

Maka dari itu, diperlukan falsafah. Indonesia 

menempatkan Pancasila sebagai falsafah negara sebagai 

pandangan resmi hidup berbangsa dan bernegara, terdapat pada 

butir-butir, pasal-pasal dan pembukaan UUD 1945. Memberikan 

posisi penting bagi semua agama yang di anut oleh masyarakat, 

dan menuntut pada kelompok beragama untuk memberikan rasa 

                                                             
10

F. Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam 

Negara Hukum Indonesia,” Jurnal Konstitusi 8, no. 4 (2011): 489–520, 

https://doi.org/10.31078/jk. 
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saling menghormati serta dapat membantu membangun bangsa 

dan negara. 

Bagi bangsa Indonesia, keberagaman diyakini sebagai 

takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang 

menciptakan, bukan untuk di tawar tapi untuk diterima (taken for 

granted). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, 

budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di 

dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh 

masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara 

daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. 
11

 

Sudah bukan masalah baru lagi bagi Indonesia, banyaknya 

keberagaman dalam masyarakat membuat Indonesia harus bisa 

menempatkan posisi negara dalam urusan keberagaman 

khususnya masalah agama. Karna agama sangat sensitive bagi 

masyarakat, sehingga dalam UUD 1945 BAB XI mengatur 

tentang Agama pasal 29 ayat (1) dan (2) yaitu: 

Ayat (1) “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang 

maha esa”. 

Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.  

UUD 1945 BAB XI negara Indonesia menyakini adanya 

tuhan dan menerima keberadaan agama dalam masyarakat 

Indonesia, serta memberikan kebebasan setiap individu 

menentukan kepercayaannya dalam melakukan ibadah sesuai 

agama yang di yakini-Nya. Maka dari itu, sudah ada enam (6) 

agama yang diyakini keberadaannya di Indonesia yaitu Islam, 

Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu.  

Beragama tidak hanya tentang doktrin dan ibadah saja, 

disamping itu juga dalam kehidupan sosial menjelma sebagai 

sistem yang mempengaruhi budaya politik, pendidikan, hukum 

dan ekonomi. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam 

mengeluarkan peraturan kerukunan umat bergama serta peran 

pemuka agama yang memiliki kharismatik sangat diperlukan 

                                                             
11

Kementerian Agama, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 2. 
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dalam membimbing dan membina masyarakat terhadap kerukunan 

antar umat beragama. 

Terciptanya suasana kehidupan beragama dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh 

keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar 

dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang 

maha esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan 

spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional, yang 

tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis serta dalam 

kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan 

penghayatan dan pengamalan Pancasila.
12

  

Langkah pengembangan kerukunan melalui konstitusi 

adalah keharusan untuk menjadikan ide kerukunan sebagai hukum 

positif. Dalam penyusunan konstitusi berupa perundang-undangan 

dan peraturan adalah melakukan inventarisasi terhadap semua 

hak-hak beragama sebagai faktor internum yang tidak bisa 

dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun juga. 

Selanjutnya, dikembangkan kepada hak beragama yang menjadi 

tradisi sebagai faktor eksternum yang bisa dikurangi ketika 

diperlukan guna mempertemukan kepentingan bersama umat 

beragama.
13

 Keharusan dalam kerukunan harus di terapkan dalam 

keberagaman yang ada dalam masyarakat agar bisa hidup saling 

berdampingan dalam perbedaan. 

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan 

memperkuat silahturahmi antar umat beragama serta menciptakan 

kehidupan yang damai di Indonesia tanpa adanya konflik dalam 

umat beragama. Peran negara dibutuhkan sebagai penengah dalam 

pengaturan terhadap kerukunan umat beragama. 

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan di atas, 

maka menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk selanjutnya 

mengkaji dan menganalisis lebih jauh terhadap pengaturan 

kerukunan umat beragama di Indonesia perspektif fiqh siyasah.  

C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif) 

                                                             
12

Wijaya, H. A. W, Pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada perguruan 

tinggi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. 2, 284. 
13

M. Ridwan Lubis, Merawat Kerukunan Pengalaman di Indonesia  (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2020), 56. 
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Penelitian ini perlu adanya fokus penelitian agar dapat 

menetapkan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini 

dilakukan menggunakan studi kepustakaan, maka dari itu 

penelitian berfokus pada literatur-literatur yang dapat memberikan 

data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, 

jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. 

D. Rumusan Masalah 

Uraianlatar belakang masalah di atas, peneliti 

menganggap adanya rumusan masalah yang perlu di jawab 

permasalahannya dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut 

yaitu: 

a. Bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama di 

Indonesia? 

b. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap pengaturan 

kerukunan umat beragama? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kerukunan umat 

beragama di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kerukunan umat 

beragama perspektif fiqih siyasah. 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa 

manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya 

sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian dengan judul Analisis fiqih 

siyasah terhadap pengaturan kerukunana umat beragama di 

Indonesia. Semoga mampu menambah wawasan peneliti dan 

pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat pengembangan 

ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama hukum tata negara. 

b. Manfaat praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat 

dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian 

yang berbeda terkait dengan analisis fiqih siyasah terhadap 

pengaturan umat beragama di Indonesia. 



9 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Hasilpenelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait 

kerukunan umat beragama di Indonesia sudah banyak di lakukan 

oleh para peneliti. Ditemukan beberapa buku, jurnal, Untuk 

mepermudah pemetaannya, peneliti melakukan klarifikasi 

terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu : 

a. Jurnal yang ditulis oleh Fatmawati, Pusat Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 

2011 dengan judul: “Perlindungan hak atas kebebasan 

beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia” 

hasil penelitian ini menunjukkan: 

“Negara, memberikan konsep yang jelas mengenai hak 

atas kebebasan beragama dan beribadah. Dalam Sila Pertama 

Pancasila diakui Tuhan YME, yang bermakna kewajiban 

setiap manusia di Indonesia untuk menghormati agama dan 

kepercayaan orang lain, karena merupakan hak setiap orang 

untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran 

agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga 

tanpa mengganggu pihak lain. Hal tersebut berarti tidak hanya 

larangan proselytism yang dilakukan dengan tidak etis, tetapi 

juga larangan melakukan penodaan dan penyalahgunaan 

agama di dalam negara RI karena akan menyebabkan 

perpecahan dan berujung pada kekacauan dalam 

masyarakat.”
14

 Sedangkan dalam skripsi ini penulis 

membahas tentang analisis fiqih siyasah terhadap pengaturan 

kerukunan umat beragama di Indonesia. 

b. Jurnal yang ditulis oleh Delmus Puneri Salim, Dosen Institut 

Agama Islam Negeri Manado, penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2017 dengan judul: “Kerukunan umat beragama vs 

kebebasan beragama di Indonesia” hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia 

selalu di pengaruhi oleh peristiwa lokal, nasional dan 

internasional. Persoalan pertama antara konsep Kerukunan 

                                                             
14

F. Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam 

Negara Hukum Indonesia,” Jurnal Konstitusi 8, no. 4 (2011): 

https://doi.org/10.31078/jk. 
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agama dengan kebebasan beragama adalah hak warga untuk 

bersikap atheis. Kebebasan beragama mencakup perlindungan 

terhadap atheisme sebagai salah satu bentuk kepercayaan serta 

pelarangan kriminalisasi terhadap atheisme sebagai penodaan 

terhadap agama. Masalah kedua yang berbeda dalam konsep 

kerukunan agama dan kebebasan agama adalah hak umat yang 

memiliki kepercayaan lokal. Kebebasan beragama 

mencakuptheistic, non-theistic maupun atheistic, termasuk 

paham agnostik, freethinking, atheisme dan rasionalisme.”
15

 

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang 

analisis fiqih siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat 

beragama di Indonesia.  

H. Metode Penelitian 

Peneliti akan menggunakan metode pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna 

(persfektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
16

 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Penelitianini perlu adanya jenis dan sifat agar mengetahui 

seperti apa jenis penelitan yang dilakukan peneliti serta sifat 

apa yang di lakukan peneliti, di bawah ini peneliti akan 

menjelaskan jenis dan sifat penelitian:  

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini disebut dengan penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui 

bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan 

sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak 

berhubungan dengan data sekunder yang ada 

diperpustakaan, yang digali dengan cara melakukan 

penelahaan terhadap referensi-referensi yang relevan dan 

                                                             
15

Delmus Puneri Salim, “Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebsan Beragama Di 

Indonesia,” Jurnal Potret, Vol. 21, No. 2 (2017): https://journal.iain-

manado,ac,id/index.php/PP/article/view/74. 
16

Wikipedia “Penelitian 

Kualitatif”https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif 
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berhubung dengan permasalahan yang diteliti.
17

Penelitian 

ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan 

(libraryresearch) karna peneliti lebih memfokuskan 

kepada sumber-sumber yang berasal dari buku dan 

literature-literatul yang mendukung peneliti dalam 

penyusunan penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian  

Menurut Sifatnya, penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis. Deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 

antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
18

 

Sifat deskriptif ini, membuat penulis lebih mudah 

menggambarkan secara sistematis mengenai fenomena 

yang ada.  

Adapun metode deduktif digunakan untuk 

membahas suatu permasalahan yang bersifat umum 

menuju pembahasan yang bersifat khusus.
19

 Sedangkan 

metode deduktif memudahkan peneliti dalam 

menjelaskan permasalahan yang bersifat umum lalu 

menjelaskan permasalahan yang bersifat khusus. Oleh 

karena itu, penelilti akan membahas permasalahan 

tentang analisis fiqh siyasah secara umum terlebih 

dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai pengaturan umat beragama di Indonesia. 

2. Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka 

data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut: 

 

 

                                                             
17

Bambang Soenggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1990), 144-117. 
18

Kaelan, M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: 

Paradigmanya, 2005), 58. 
19

Moh. Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 63. 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer  yaitu suatu data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber yang terperinci. Penelitian ini 

peneliti menganggap yang menjadi data primer adalah Al-

Qur‟an dan Hadis.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah berbagai 

data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi 

ini, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam 

skripsi ini adalah data yang dapat memberikan informasi 

data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan 

penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan 

dengan penelitian. Sehingga memudahkan peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini mengunakan metode 

studi pustaka  yaitu data yang berasal dari sumber-sumber 

literatur data-data kepustakaan, lalu  peneliti melakukan 

penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas, dengan cara membaca, 

memahami lalu disimpulkan. Studi pustaka yang diterapkan 

dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

sekunder. Studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan 

membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli 

dalam masalah ini, dari pendapat-pendapat ahli tersebut 

peneliti dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dari 

pendapat ahli tersebut. 

4. Metode Pengolahan Data 

a. Pengolahan data 

Data-data yang telah terkumpul oleh peneliti kemudian 

diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara: 

1) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah 

benar, sesuai atau relevan dengan masalah. Penelitian 

ini perlu di lakukan pemeriksaan terhadap data, agar 

penulisan dalam penelitian ini sesuai dengan 

permasalahan yang di teliti. 
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2) Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun 

ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga 

mudah dipahami dan di interpretasikan. Penataan data 

ini, sangat di perlukan agar dalam membaca hasil 

penelitian memudahkan pembaca memahami maksud 

dari penelitian. 

3) Sistematis data (systematizing) menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan 

urutan masalah. Dalam penulisan perlu diperhatikan 

tata penulisan agar tersusun secara benar menurut 

permasalahan. 

 

5. Analisis Data 

Penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dalam 

penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam 

bentuk uraian pendapat dari para ahli hukum serta kata-kata 

tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Sedangkan 

kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode 

deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis 

yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang 

bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat 

menjawab persoalan yang khusus.
20

 

Penulisanskripsi ini, penulis menganalisa data-data yang 

bersumber dari literatur-literatur perpustakaan, data tersebut 

juga berhubungan dengan akar permasalahan yang ada yaitu 

tentang analisis fiqh siyasah terhadap pengaturan umat 

beragama di Indonesia. 

I. Sistematika Pembahasan  

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan dan sistematika pembahasan.. 

 

                                                             
20

Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 20. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan uraian tentang teori yang sesuai dengan tema 

skripsi dalam sub-Bab Fiqih Siyasah memuat arti dan pengertian 

fiqih siyasah, ruang lingkup fiqih siyasah dan sumber fiqih 

siyasah. Kemudian dalam sub-Bab Siyasah Dusturiyah, memuat 

definisi siyasah dusturiyah, ruang lingkup siyasah dusturiyah dan 

sumber kajian siyasah dusturiyah. Kemudian dalam sub-Bab 

Hubungan Agama Dan Negara, memuat pengertian agam dan 

negara, agama dan negara dalam fiqih siyasah dan toleransi antar 

umat beragama. 

BAB III. PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 

DI INDONESIA 

Bab ini berisikan uraian tentang peraturan yang mengatur agama 

di Indonesia, kehidupan beragama di Indonesia, sejarah 

terbentuknya peraturan kerukunan umat beragama di Indonesia 

dan unsur-unsur dalam peraturan kerukunan umat beragama. 

BAB IV. HASIL ANALISIS 

Bab ini berisikan uraian tentang pengaturan kerukunan umat 

beragama di Indonesia dan pandangan fiqih siyasah terhadap 

pengaturan kerukunan umat beragama. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada 

hubungan dengan masalah penelitian.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kerukunan umat beragama di Indonesia sudah diatur 

dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam 

negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang pedoman 

pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam 

pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum 

kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. 

Peraturan pemerintah dibidang kerukunan umat beragama 

dengan dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama dan 

menteri dalam negeri merupakan bagian dari praktek siyasah 

dusturiyah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam 

kehidupan bernegara. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan hasil kesimpulan diatas, 

adapun saran yang dapat diambil yaitu: 

1. Pemerintah harus melakukan pembahasan yang lebih lanjut 

mengenai kerukunan umat beragama dengan menerbitkan 

Undang-undang tentang kerukunan umat beragama. Supaya 

lebih mempertegas tentang peraturan kerukunan umat 

beragamadi Indonesia. 

2. Penulis berharap Pemerintah dan pemuka agama ataupun 

tokoh agama terus bersinergi dalam memberikan rasa aman 

dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, serta 

masyarakat pada umumnya bisa mewujudkan dengan saling 

toleransi dan menerima perbedaan. 
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